
 



 
 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KAPUAS HULU 

NOMOR   /BPPD/TAHUN 2023 

TENTANG 
INDIKATOR KINERJA UTAMA 

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 
 

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
 

Menimbang : Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem akuntabilitas 

kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis 

yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

Mengingat  :  

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang 

Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

2 .  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4925); 

3 .  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang-undang Nomor 23nTahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah  beberapa kali dan yang 

terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan 

Badan Pengelola Perbatasan di Daerah 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan 

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH 

Alamat : Jalam Antasari No.25 Telepon (0567) 2020219 

PUTUSSIBAU 78711 



Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-

2026; 

10. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah. 

 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan :  

PERTAMA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. 

KEDUA : 
Selanjutnya Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten 

Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan 

acuan yang digunakan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas 

Hulu untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan 

Anggaran, Menyusun dokumen Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja, Menyusun 

Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai 

dengan dokumen perencanaan. 

KETIGA : 
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian 

kinerja disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Bidang-bidang pada Badan 

Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 

KEEMPAT : 
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 

 

 

  Ditetapkan di : Putussibau 

Pada tanggal : 06 januari 2023 

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah 

Kabupten Kapuas Hulu 

 

 

 

Hj. ANA MARIANA, S. T ., M. M. 
Pembina Utama Muda / Ivc 

NIP. 19670805 199403 1 015 

 



 

LAMPIRAN 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 0 1 TAHUN 2023 TENTANG 

INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU 

Organisasi : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 
Tugas : Menetapkan Kebijakan Program Pembangunan Perbatasan, Menetapkan Rencana Kebutuhan Anggaran, 

Mengkoordinasikan Pelaksanaan, dan Melaksanakan Evaluasi dan Pengawasan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan 
Fungsi : Dalam melaksanakan tugas, BPPD melaksanakan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan; 
b. Penyusunan Program dan Anggaran Pembangunan Kawasan Perbatasan sesuai dengan Skala Prioritas; 
c. Pengoordinasian Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan; 
d. Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara; 
e. Pelaksanaan Bantuan Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, Dan Pengamanan Batas wilayah Negara; dan 
f. Pelaksanaan Bantuan Inventarisasi Potensi Sumber Daya Dalam Rangka Pengusulan Zona Pengembangan 

Ekonomi. (Pelaksanaan Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



No  TUJUAN DAN SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

PENJELASAN/FORMULASI SUMBER DATA 

1  2 3 4 

1 Meningkatnya Penyelengaraan 

Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas 

Kinerja Perangkat Daeah 

Predikat Sakip BPPD Hasil Evaluasi SAKIP Laporan Hasil Evaluasi atas 

Sakip BPPD KH oleh 

Inspektorat Kabupaten 

Kapuas Hulu 

2 

Meningkatnya sinergitas  

pengelolaan pembangunan kawasan 

perbatasan negara di daerah kapuas 

hulu 

Tersedianya dokumen 

Indeks Pengelolaan 

Kawasan Perbatasan  ( IPKP 

) Kecamatan Lokasi 

Prioritas di Kawasan 

Perbatasan 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐼𝑃𝐾𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑚𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐿𝑂𝐾𝑃𝑅𝐼
× 100 % 

Data IPKP 

Kecamatan Lokpri 

3 

Meningkatnya sinergitas 

pelaksanaan pengelolaan 

pembangunan kawasan perbatasan 

negara di daerah Kabupaten kapuas 

hulu 

Tersedianya dokumen 

perencanaan dan fasilitasi 

kerjasama serta dokumen 

monitoring dan evaluasi 

pengelolaan kawasan 

perbatasan 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛  𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑖

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐷𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 
× 100 %  

Data rencana aksi 

perencanaan dan 

kerjasama serta data 

monotoring dan 

evaluasi 

 

 

  

 

 

Ditetapkan Di : Putussibau 

   Pada Tanggal : 06 Januari 2023 

 

  
Kepala Badan Pengelola Perbatsan Daerah 

Kabubapten Kapuas Hulu, 

 

 

 

 

Hj. ANA MARIANA, S.T ., M.M 
Pembina Utama Muda / IVc 

NIP. 19670325 199703 2 2002 

 

Indikator Kinerja Utama : 
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